
SALINAN I 

GUBERNUR BENGKULU 

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU 

NOMOR 49 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROBITYAUDITPENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNGAN PKMERINTAH PROVINS! BENGKULU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BENGKULU, 

Menimbang 

Mengingat 

Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa guna mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/ jasa 
perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan atas 
pengadaan barang dan jasa; 

b. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi aparat 
pengawasan intern pemerintah menjalankan peran dan 
fungsi · dalam hal preventif, deter dan detect sebagai 
early warning system atas proses pengadaan 
barang/ jasa ; 

c. bs.hwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
:ii:maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan 
peraturan gubernur , bengkulu tentang pedoman 
pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa 
pemerintah bagi aparat pengawasan intern pemerintah 
di lingkungan pemerintah provinsi bengkulu; 

1. Undang-Undang Nomor 9 · Tahun 1967 tentang 
Pemberitukan Propinsi · Bengkulu [Lernbaran Negara . 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Unclang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

a. 
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3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150}; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2854); 

6. PeraturanPemerintahNomor60Tahun2008tentangSistem 
Pengendalianin tern 
Pemerintah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
N egaraRepu bliklndonesia N omor4890); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041; 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Nomor:Per-362 / K/ 04/2012tentang 
Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern 
Pemerin tah(APIP). 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN PROBITY AUDITPENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! 
BENGKULU. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi 

Bengkulu. 
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Bengkulu. 
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat APIP adalah Auditor dan Pejabat Pengawas 
Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat 
Provinsi Bengkuluyang melakukan pengawasan melalui 
audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi pemerintah. 

5. Probity Audit adalah kegiatan penilaian independen 
untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa 
telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan 
prinsip penegakan integritas,kebenaran,dankejujuran 
dan memenuhiketentuanperundangan berlaku yang 
bertujuanmeningkatkan akuntabilitas 
penggunaandanasektorpublik. 

6. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang 
dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

7. Probityauditoradalahseseorangatau sekelompokorangyang 
melakukanaudi tatasproses 
pengadaanbarangdanjasadengan pendekatan probity. 

8. Rencana Probity adalahrencana dan kerangka 
pengendalian untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
pengadaan barang/jasamemenuhi prinsip-prinsipprobity. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

10. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga 
Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan 
merumuskan ke bijakan Pengadaan Barang/ J asa 
Pemerintah. 
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11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran Perangkat Daerah. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 
tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat 
Daerah yang bersangkutan. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan 
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. 

14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah 
yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan 
Barang/ Jasa. 

15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut 
Pokja Pernilihan adalah sumber daya manusia yang 
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola 
pemilihan Penyedia. 

16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat 
fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau 
E-purchasing. 

1 7. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 
disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/ pejabat 
fungsional/personel yang bertugas memeriksa 
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

18. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya 
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa 
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa. 

19. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang 
selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana 
Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan oleh 
Perangkat Daerah. 

20. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan 
pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 
pelaksanaan Pengadaan Barang/ J asa secara elektronik. 

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan a tau 
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian 
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, 
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan 
kembali suatu bangunan. 
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23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang 
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang 
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. 

24. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang 
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau 
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah 
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan. 

25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS 
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh 
PPK. 

26. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

27. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya 
disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang 
menyediakan barang/ jasa berdasarkan kontrak. 

28. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara 
PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau 
pelaksana Swakelola. 

29. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang 
selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat 
Daerah. 

30. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara 
memperoleh barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku 
Usaha. 

31. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang 
perorangan dan / a tau badan usaha perorangan yang 
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

32. U saha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan 
usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 
bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 

33. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 
atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
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tidak langsung dengan U saha Kecil a tau U saha Besar 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
ten tang U saha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

34. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- 
purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa 
melalui sistem katalog elektronik. 

35. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya. 

36. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Jasa Konsultansi. 

37. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk 
mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan 
Konstruksi/ J asa Konsultansi/ Jasa Lainnya dalam 
keadaan tertentu. 

38. Pengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ J asa 
Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 

39. Pengadaan Langsung .Jasa Konsultansi adalah metode 
pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa 
Konsultansi yang bernilai paling banyak 
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

40. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan 
oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen 
Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang 
harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. 

41. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah 
jamman tertulis yang dikeluarkan oleh Bank 
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan 
usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

Pasal 2 

Pedoman Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah 1n1 dijadikan panduan bagi APIP dalam 
melakukan penilaian independen untuk memastikan bahwa 
proses pengadaan barang/ jasa telah dilaksanakan secara 
konsisten sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan serta 
memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. 
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Pasal 3 

Pedoman Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana 
tercantum dalam Lampiranl'eraturan Gubernur yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Gubernur ini. 

Pasal4 

Peraturan Guberrrur Bengkulu ini rnulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. 

Ditetapkandi Bengkulu 
pada tanggal 6 November 2018 
Plt. GUBERNUR BENGKULU, 

ttd, 
H. ROHIDIN MERSYAH 

Diundangkan di Bengkulu 
pada tanggal 6 November 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! BENGKULU, 

ttd, 

NOPIAN ANDUSTI 

BERITA DAERAH PROVINS! BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 47 
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